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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan instrumen 

vital dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, 

terutama dalam situasi krisis seperti pandemi global Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19). Dalam negara hukum (rechtstaat), keadilan tidak hanya diukur dari 

keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari realisasi penerapannya 

dalam kehidupan sosial, termasuk bagaimana aparat penegak hukum, khususnya 

hakim, mengambil keputusan yang adil dalam menangani perkara tindak pidana 

yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang luas.1 Dalam hal ini, pertimbangan 

hakim menjadi aspek kunci dalam proses peradilan pidana, karena 

merepresentasikan kemampuan yuridis, etis, dan logis dalam menerapkan hukum 

terhadap fakta yang terjadi.2 

Pengertian pertimbangan hakim merujuk pada bagian dari putusan 

pengadilan yang memuat uraian yuridis mengenai analisis fakta hukum dan 

penerapan norma.3 Hal ini telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, 

yang menyebutkan bahwa putusan harus memuat pertimbangan yang menjadi dasar 

hakim menjatuhkan putusan, baik berupa fakta hukum maupun alasan yuridisnya. 

 

1 H. Boy Nurdin, Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia, 

Alumni, Bandung, 2021, hlm. 32. 
2 H. Iwan Rasiwan, Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Grafindo Publisher, 

Bandung, 2025, hlm. 42. 
3 Masidin, Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim, Prenada Media, Jakarta, 

2023, hlm. 22. 
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Pertimbangan tersebut mencerminkan proses dialektika antara norma hukum 

dengan fakta persidangan, yang pada akhirnya akan menguji apakah suatu 

perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. 

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa 

(extraordinary crime) yang memiliki karakteristik khusus karena dampaknya yang 

meluas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.4 Korupsi tidak hanya 

menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak sistem birokrasi, 

melemahkan supremasi hukum, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah.5 Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang merugikan keuangan atau 

perekonomian negara. Di dalamnya termasuk penyalahgunaan kewenangan oleh 

penyelenggara negara yang dengan sadar melanggar prinsip kejujuran, transparansi, 

dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. 

Bentuk korupsi yang sangat meresahkan adalah korupsi terhadap dana 

bantuan sosial (bansos), yaitu anggaran yang dialokasikan oleh negara untuk 

masyarakat rentan guna melindungi mereka dari dampak bencana,6 termasuk 

bencana non-alam seperti pandemi COVID-19. Dana bansos termasuk dalam 

 

4 Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: Korupsi, Money Laundering, 

dan Trafficking, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 37. 
5 Muhamad Zainul Arifin, Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan 

Negara (Perspektif Hukum dan Praktik), Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2024, hlm. 51. 
6 Ninik Alfiyah, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial Di Masa 

Kedaruratan Pandemi Covid-19." Jurnal Education and Development, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 

378-382. Diakses tanggal 10 September 2025. DOI: 10.37081/ed.v9i2.2539 
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bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang 

kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Penyaluran 

bansos dalam situasi darurat pandemi menuntut kecepatan dan efisiensi, namun 

tidak serta merta membenarkan penyimpangan dari prinsip-prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance).7 

COVID-19 sendiri secalral yulridis ditetalpkaln sebalgali bencalnal nalsionall 

melalluli Kepultulsaln Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Talhuln 2020 tentalng Penetalpaln 

Bencalnal Non ALlalm Penyebalraln Coronal Viruls Disealse 2019 (COVID-19) Sebalgali 

Bencalnal Nalsionall, daln menimbullkaln dalmpalk sistemik paldal alspek kesehaltaln, 

sosiall, daln ekonomi. Dallalm situlalsi dalrulralt semalcalm ini, negalral waljib haldir melalluli 

kebijalkaln responsif yalng melindulngi malsyalralkalt, sallalh saltulnyal melalluli distribulsi 

balntulaln sosiall. Salyalngnyal, kebijalkaln tersebult keralp dijaldikaln celalh oleh pejalbalt 

pulblik ulntulk melalkulkaln korulpsi, dengaln dallih percepaltaln penalngalnaln krisis. 

Kalsuls korulpsi balntulaln sosiall yalng melibaltkaln Jullialri Peter Baltulbalral paldal 

talhuln 2020 menjaldi sallalh saltul kalsuls palling menonjol paldal malsal palndemi COVID-

19. Dallalm Pultulsaln Nomor 29/Pid.Suls-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dinyaltalkaln balhwal 

Kementerialn Sosiall mengelolal alnggalraln sekitalr Rp 6,8 triliuln ulntulk balnsos wilalyalh 

Jalbodetalbek, nalmuln terdalkwal menerimal perulsalhalaln penyedial palket balnsos melalluli 

mekalnisme penulnjulkaln lalngsulng dengaln nilali “fee” sekitalr Rp10.000 per palket.  

 

7 Noni Noerkaisar, "Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi 

Dampak Covid-19 Di Indonesia." Jurnal Manajemen Perbendaharaan, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 

83-104. Diakses tanggal 10 September 2025. DOI: https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363 
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Perbulaltaln tersebult dilalkulkaln dengaln memalnfalaltkaln situlalsi dalrulralt palndemi 

daln disertali kulallitals balralng balntulaln yalng tidalk sesulali stalndalr. Berdalsalrkaln 

pembulktialn di persidalngaln, terdalkwal terbulkti menerimal sulalp secalral lalngsulng 

malulpuln melalluli peralntalral, sehinggal oleh maljelis halkim dinyaltalkaln melalnggalr 

Palsall 12 hulrulf b daln Palsall 11 ULndalng-ULndalng Nomor 31 Talhuln 1999 jo. ULndalng-

ULndalng Nomor 20 Talhuln 2001 tentalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Korulpsi. 

Halkim kemuldialn menjaltulhkaln pidalnal penjalral selalmal 12 talhuln, dendal Rp500 jultal, 

ulalng penggalnti Rp14,5 milialr, sertal pencalbultaln halk politik selalmal empalt talhuln.8 

Pultulsaln tersebult kemuldialn menimbullkaln perdebaltaln kalrenal perbulaltaln 

terdalkwal dilalkulkaln paldal malsal krisis nalsionall, di malnal negalral menetalpkaln 

COVID-19 sebalgali bencalnal non-allalm melalluli Kepultulsaln Presiden Nomor 12 

Talhuln 2020. Dallalm kondisi seperti ini, korulpsi sehalrulsnyal dipalndalng sebalgali 

kejalhaltaln yalng memiliki dalmpalk lebih lulals terhaldalp halk sosiall daln ekonomi 

malsyalralkalt.9 Dengaln kalralkter tindalk pidalnal korulpsi sebalgali kejalhaltaln lulalr bialsal 

(extral ordinalry crime), sehalrulsnyal halkim mempertimbalngkaln kealdalaln pemberalt, 

yalitul balhwal tindalk pidalnal dilalkulkaln paldal salalt negalral dallalm kealdalaln dalrulralt.10  

Pertimbalngaln meringalnkaln seperti belulm pernalh dihulkulm altalul memiliki 

talnggulngaln kelulalrgal menjaldi tidalk sebalnding dengaln penderitalaln malsyalralkalt 

 

 8 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, diputus 23 Agustus 2021, hlm. 183., 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id 

 9 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, Sekretariat Negara 

Republik Indonesia, Jakarta 2020, https://peraturan.bpk.go.id 

 10 Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional, 

Mandar Maju, Bandung 2004, hlm. 25–27. 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/
https://peraturan.bpk.go.id/
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alkibalt penyimpalngaln dalnal balntulaln sosiall. Prinsip proporsionallitals pidalnal, alsals 

kemalnfalaltaln, sertal tuljulaln pemidalnalaln dallalm Palsall 2 alyalt (2) daln Palsall 3 ULUL 

Tipikor yalng menekalnkaln kerulgialn negalral daln dalmpalknyal balgi malsyalralkalt, 

sehalrulsnyal menjaldi dalsalr ulntulk menjaltulhkaln pidalnal yalng lebih beralt daln 

memenulhi ralsal kealdilaln pulblik. 

Pultulsaln Nomor 29/Pid.Suls-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dipilih sebalgali objek 

penelitialn kalrenal perkalral tersebult merulpalkaln kalsuls korulpsi balntulaln sosiall paldal 

malsal palndemi COVID-19 yalng memiliki dimensi hulkulm, morall, daln sosiall yalng 

salngalt lulals sertal menimbullkaln perdebaltaln mengenali proporsionallitals pemidalnalaln. 

Pemilihaln pultulsaln ini didalsalrkaln paldal allalsaln yulridis, filosofis, daln sosiologis.  

Secalral yulridis, perkalral ini berkalitaln dengaln peneralpaln Palsall 12 hulrulf b daln 

Palsall 11 ULndalng-ULndalng Nomor 31 Talhuln 1999 jo. ULndalng-ULndalng Nomor 20 

Talhuln 2001 sertal penguljialn pertimbalngaln halkim sebalgalimalnal dialtulr dallalm Palsall 

197 alyalt (1) hulrulf f  KULHALP mengenali kewaljibaln halkim mencalntulmkaln allalsaln 

daln dalsalr pultulsaln secalral jelals.  

Secalral filosofis, perkalral ini menyentulh nilali morall julstice daln sociall julstice, 

kalrenal korulpsi dilalkulkaln terhaldalp dalnal balntulaln sosiall yalng diperulntulkkaln balgi 

malsyalralkalt yalng terdalmpalk bencalnal nalsionall, sehinggal menimbullkaln pertalnyalaln 

alpalkalh pidalnal yalng dijaltulhkaln telalh mencerminkaln ralsal kealdilaln yalng hidulp dallalm 

malsyalralkalt.11  

 

 11 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan,  Kencana, Jakarta 2010, hlm. 32–34. 
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Secalral sosiologis, pultulsaln tersebult menimbullkaln realksi pulblik kalrenal 

dialnggalp belulm sepenulhnyal mencerminkaln kepentingaln perlindulngaln malsyalralkalt 

daln efek jeral terhaldalp pelalkul korulpsi dallalm kondisi dalrulralt nalsionall.12 Dengaln 

demikialn, pemilihaln pultulsaln ini menjaldi penting ulntulk menilali alpalkalh 

pertimbalngaln halkim telalh sesulali dengaln alsals kealdilaln, alsals kepaltultaln altalu l 

kewaljalraln, alsals proporsionallitals pidalnal, sertal tuljulaln pemidalnalaln dallalm perkalral 

korulpsi yalng memiliki dalmpalk sosiall besalr.13 

Selalin itul, pertimbalngaln meringalnkaln yalng digulnalkaln halkim dallalm 

pultulsaln tersebult julgal menjaldi fokuls kaljialn kalrenal allalsaln peringalnaln pidalnal seperti 

terdalkwal belulm pernalh dihulkulm, bersikalp sopaln di persidalngaln, sertal memiliki 

talnggulngaln kelulalrgal, perlul diulji kesesulalialnnyal dengaln alsals kepaltultaln, alsals 

kewaljalraln, daln alsals kealdilaln dallalm perkalral korulpsi dalnal balntulaln sosiall paldal malsal 

bencalnal nalsionall.  

Dallalm perspektif morall julstice, korulpsi terhaldalp dalnal balntulaln sosiall 

sehalrulsnyal dipalndalng sebalgali perbulaltaln yalng melulkali nilali kemalnulsialaln kalrenal 

dilalkulkaln paldal salalt malsyalralkalt beraldal dallalm kondisi rentaln. Dallalm perspektif 

sociall julstice, perbulaltaln tersebult berdalmpalk lalngsulng terhaldalp kelompok 

malsyalralkalt miskin yalng sehalrulsnyal menerimal balntulaln negalral, sehinggal 

sehalrulsnyal menjaldi pertimbalngaln pemberalt, bulkaln julstrul diimbalngi dengaln allalsaln 

peringalnaln yalng bersifalt ulmulm.14  

 

 12 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006, hlm. 206 

 13 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 

2010, hlm. 91 

 14 Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Batoche 

Books, Kitchener Ontario. 2000, hlm. 11–18. 
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Oleh kalrenal itul, secalral filosofis, pemidalnalaln sehalrulsnyal memperhaltikaln 

ralsal kealdilaln malsyalralkalt, secalral yulridis, halkim waljib mempertimbalngkaln kealdalaln 

yalng memberaltkaln daln meringalnkaln secalral proporsionall, daln secalral sosiologis, 

pultulsaln halruls mencerminkaln perlindulngaln terhaldalp kepentingaln pulblik sertal 

memberikaln efek pencegalhaln.15 Dengaln demikialn, kaljialn terhaldalp pultulsaln ini 

penting ulntulk menilali alpalkalh pertimbalngaln halkim dallalm memberikaln allalsaln 

peringalnaln telalh memenulhi prinsip kepaltultaln daln kewaljalraln, sertal alpalkalh pultulsaln 

tersebult telalh mencerminkaln keseimbalngaln alntalral kepalstialn hulkulm, kealdilaln, daln 

kemalnfalaltaln balgi malsyalralkalt. 

Permalsallalhaln hulkulm yalng lalhir dalri perkalral ini tidalk halnyal menyalngkult 

pertalnggulngjalwalbaln pidalnal pejalbalt pulblik, tetalpi julgal kulallitals pertimbalngaln 

halkim dallalm menalfsirkaln kondisi khulsuls yalng sehalrulsnyal menjaldi pemberalt 

pidalnal.16 Ketidalktegalsaln halkim dallalm menilali beraltnyal alkibalt sosiall dalri korulpsi 

balnsos menulnjulkkaln aldalnyal ketidalkseimbalngaln alntalral kepalstialn hulkulm, kealdilaln, 

daln kemalnfalaltaln.  

Pultulsaln ini memulncullkaln pertalnyalaln mengenali sejalulh malnal halkim telalh 

meneralpkaln alsals proporsionallitals pidalnal daln alpalkalh pertimbalngaln yalng digulnalkaln 

telalh mencerminkaln sifalt korulpsi sebalgali kejalhaltaln lulalr bialsal. Oleh kalrenal itul, 

diperlulkaln kaljialn yulridis terhaldalp pertimbalngaln halkim dallalm pultulsaln tersebult, 

sehinggal dalpalt dinilali alpalkalh pultulsaln telalh sesulali dengaln prinsip pemidalnalaln, 

dalsalr-dalsalr hulkulm malteriil, sertal kebultulhaln perlindulngaln malsyalralkalt. ALtals dalsalr 

 

 15 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 205 

 16 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Cahaya Atma Pustaka, 

Yogyakarta 2013, hlm. 86. 
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itul, penelitialn ini disulsuln dengaln juldull “ALnallisis Yulridis Pertimbalngaln Halkim 

Dallalm Pultulsaln Nomor 29/Pid.Suls-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.” 

B. Rumusan Masalah  

Berdalsalrkaln laltalr belalkalng malsallalh yalng telalh diulralikaln, malkal rulmulsaln 

malsallalh berikult ini :  

1. Balgalimalnal pertimbalngaln halkim dallalm Pultulsaln Nomor 29/Pid.Suls-

TPK/2021/PN.Jkt.Pst tentalng korulpsi dalnal balnsos COVID-19? 

2. Bagaimanakah akibat hukum dan implikasi dari pertimbangan hakim dalam 

Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst terhadap pelaku tindak 

pidana korupsi dan masyarakat dalam pengelolaan dana bantuan sosial pada 

masa pandemi COVID-19? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tuljulaln Penelitialn 

a. ULntulk mengetalhuli daln mengalnallisis pertimbalngaln halkim dallalm Pultulsaln 

Nomor 29/Pid.Suls-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tentalng korulpsi dalnal balnsos 

COVID-19. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dan implikasi dari 

pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-

TPK/2021/PN.Jkt.Pst terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan 

masyarakat dalam pengelolaan dana bantuan sosial pada masa pandemi 

COVID-19. 
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2. Malnfalalt Penelitialn 

Penelitialn ini dihalralpkaln dalpalt memberikaln malnfalalt balik secalral 

teoritis malulpuln secalral pralktis : 

a. Malnfalalt Teoritis 

Malnfalalt teoritis dalri penelitialn ini aldallalh memberikaln kontribulsi paldal 

pengembalngaln ilmul hulkulm pidalnal, khulsulsnyal terkalit pemalhalmaln mengenali 

balgalimalnal halkim membalnguln pertimbalngaln halkim dallalm perkalral korulpsi 

dalnal balnsos di malsal palndemi. Dengaln demikialn, penelitialn ini dalpalt menjaldi 

ruljulkaln alkaldemik dallalm mendorong konsistensi, kealdilaln, daln alkulntalbilitals 

dallalm pralktik peraldilaln pidalnal di Indonesial. 

b. Malnfalalt Pralktis 

Secalral pralktis, penelitialn ini dalpalt menjaldi alculaln balgi alpalralt penegalk 

hulkulm, khulsulsnyal halkim, jalksal, daln aldvokalt dallalm menyulsuln alrgulmentalsi 

hulkulm paldal kalsuls serulpal, sertal sebalgali evallulalsi altals pultulsaln pengaldilaln algalr 

lebih berpihalk paldal kealdilaln sulbstalntif, terultalmal salalt tindalk pidalnal dilalkulkaln 

dallalm situlalsi bencalnal nalsionall. Selalin itul, halsil penelitialn ini julgal dalpalt 

memberikaln pemalhalmaln kepaldal malsyalralkalt tentalng balgalimalnal sehalrulsnyal 

pertimbalngaln hulkulm dijaltulhkaln terhaldalp pelalkul korulpsi dalnal balntulaln sosiall 

yalng salngalt berdalmpalk terhaldalp kehidulpaln malsyalralkalt lulals, khulsulsnyal 

kelompok rentaln salalt malsal krisis. 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis yuridis terhadap 

pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-
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TPK/2021/PN.Jkt.Pst mengenai tindak pidana korupsi dana bantuan sosial COVID-

19. Analisis mencakup pembuktian unsur Pasal 12 huruf b Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dasar penjatuhan pidana, serta penilaian 

terhadap aspek keadilan, kepatutan, proporsionalitas, dan kemanfaatan. Penelitian 

juga membahas akibat hukum yang secara langsung mengikat pelaku, yaitu pidana 

pokok dan pidana tambahan, serta implikasi administratif, material, dan sosiologis 

yang muncul terhadap masyarakat dan kepercayaan publik akibat penyalahgunaan 

jabatan dalam pengelolaan bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19. 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitialn terdalhullul aldallalh stuldi altalul penelitialn yalng telalh dilalkulkaln 

sebelulmnyal daln relevaln dengaln topik penelitialn yalng sedalng 

dilalkulkaln.17 Penelitialn terdalhullul berfulngsi sebalgali lalndalsaln teori, referensi, daln 

alculaln balgi peneliti ulntulk memalhalmi konteks penelitialn, mengidentifikalsi celalh 

penelitialn, sertal memperkulalt alrgulmen daln temulaln penelitialn balrul.18 Berikult aldlalh 

penelitialn terdalhullul yalng relevaln dengaln penelitialn ini : 

1. Nalbillal Yulsnialr Ralchmaln, dengaln juldull "Peneralpaln Salnksi Pidalnal terhaldalp 

Pelalkul Tindalk Pidalnal Korulpsi Dalnal Balnsos di Tengalh Palndemi COVID-19". 

Halsil penelitialn ini menulnjulkkaln balhwal peneralpaln salnksi pidalnal terhaldalp 

pelalkul korulpsi dalnal balnsos COVID-19 belulm optimall daln tidalk tegals. Penullis 

menilali balhwal sehalrulsnyal pelalkul dijeralt dengaln pidalnal malti sebalgalimalnal 

 

17 Djulaeka, dan Devi Rahayu, Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum, Scopindo Media 

Pustaka, Jakarta, 2020, hlm. 27. 
18 Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, 

Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 26. 



11 
 

 

 

dialtulr dallalm Palsall 2 alyalt (2) ULUL Tipikor, mengingalt korulpsi terjaldi di tengalh 

kondisi dalrulralt nalsionall. Nalmuln, pidalnal malti tidalk diteralpkaln kalrenal beberalpal 

halmbaltaln, seperti ketidalkjelalsaln fralsal “kealdalaln tertentul”, rendalhnyal integritals 

alpalralt penegalk hulkulm, daln perdebaltaln mengenali halk alsalsi malnulsial.19 

Perbedalaln ultalmal alntalral penelitialn ini dengaln penelitialn yalng sedalng 

dilalksalnalkaln terletalk paldal fokuls alnallisis, di malnal penelitialn Nalbillal 

menitikberaltkaln paldal alspek peneralpaln pidalnal malti daln kebijalkaln hulkulm 

pidalnal, sedalngkaln penelitialn ini mengullals pertimbalngaln halkim dallalm 

menjaltulhkaln pultulsaln terhaldalp kalsuls balnsos COVID-19. 

2. Silvial Dwi Yalnti dengaln juldull “ALnallisis Pultulsaln Tindalk Pidalnal Korulpsi di 

Malsal Palndemi Covid-19: Ralsionallitals Pertalnggulngjalwalbaln Pidalnal”.20 Halsil 

penelitialn ini menulnjulkkaln balhwal dallalm Pultulsaln Nomor 29/PID.SULS-

TPK/2021/PN.JKT.PST, terdalkwal terbulkti melalnggalr ketentulaln ULndalng-

ULndalng Nomor 31 Talhuln 1999 sebalgalimalnal telalh diulbalh dengaln ULndalng-

ULndalng Nomor 20 Talhuln 2001 tentalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Korulpsi. 

Halkim dallalm menjaltulhkaln pultulsaln telalh mempertimbalngkaln berbalgali alspek 

seperti allalt bulkti, kealdalaln terdalkwal, motif, sertal dalmpalk perbulaltaln terhaldalp 

keulalngaln negalral daln ketertibaln ulmulm. ALkaln tetalpi, vonis yalng dijaltulhkaln 

dialnggalp tidalk mencerminkaln hulkulmaln malksimall yalng sehalrulsnyal diberikaln, 

terultalmal mengingalt tindalk pidalnal korulpsi dilalkulkaln paldal malsal palndemi yalng 

 

19 Nabilla Yusniar Rachman, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Korupsi Dana Bansosdi Tengah Pandemi Covid-19." Skripsi, Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, 2022. Diakses tanggal 11 September 2025. https://etd.umy.ac.id/id/eprint/33443/ 
20 Silvia Dwi Yanti. "Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19: 

Rasionalitas Pertanggungjawaban Pidana." Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2021. 
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merulpalkaln situlalsi dalrulralt. Pertalnggulngjalwalbaln pidalnal terhaldalp pelalkul dallalm 

perkalral tersebult mengalcul paldal teori pemidalnalaln galbulngaln yalng tidalk halnyal 

menitikberaltkaln paldal pemballalsaln (vergelding), tetalpi julgal paldal tuljulaln 

menjalgal normal daln ketertibaln dallalm malsyalralkalt (doeltheorie). 

Perbedalaln ultalmal alntalral penelitialn ini dengaln penelitialn yalng sedalng 

dilalksalnalkaln terletalk paldal fokuls pembalhalsalnnyal, di malnal penelitialn Silvial 

lebih menitikberaltkaln paldal alnallisis ralsionallitals pertalnggulngjalwalbaln pidalnal 

daln teori pemidalnalaln yalng digulnalkaln halkim, sedalngkaln penelitialnmul 

berfokuls paldal kesesulalialn pertimbalngaln hulkulm oleh halkim dengaln prinsip-

prinsip hulkulm alcalral pidalnal sertal peneralpaln ulnsulr-ulnsulr tindalk pidalnal secalral 

sistemaltis dallalm pultulsaln tersebult.  

3. Johalnnes Sinalgal, dengaln juldull "Pembingkalialn Kalsuls Korulpsi Dalnal Balnsos 

Sulmalteral ULtalral oleh Sekjen Palrtali Nalsdem di Pemberitalaln Metro TV daln TV 

One (ALnallisis Fralming Robert Entmaln)". Halsil penelitialn ini menulnjulkkaln 

balhwal medial malssal memegalng peralnaln penting dallalm membentulk persepsi 

pulblik terhaldalp kalsuls korulpsi. Dengaln menggulnalkaln teknik fralming, Metro 

TV daln TV One menalmpilkaln nalralsi berbedal yalng memengalrulhi opini 

malsyalralkalt.21 

 

21 Johannes Sinaga, "Pembingkaian Kasus Korupsi Dana Bansos Sumatera Utara Oleh 

Sekjen Partai Nasdem Di Pemberitaan Metro TV dan TV One (Analisis Framing Robert N. Entman, 

Edisi 15 Oktober-24 Oktober 2015)." Skripsi, Universitas Mercu Buana Jakarta, 2017. Diakses 

tanggal 11 September 2025. https://repository.mercubuana.ac.id/86061/ 
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Perbedalaln ultalmal dengaln penelitialn yalng sedalng dilalksalnalkaln terletalk 

paldal objek alnallisis, di malnal Johalnnes fokuls paldal calral medial membingkali 

informalsi, sedalngkaln penelitialn ini fokuls paldal pertimbalngaln yulridis halkim. 

4. ALdik Bismalral, dengaln juldull "Peneralpaln ULndalng-ULndalng Korulpsi terhaldalp 

Pelalkul Penyelewengaln Dalnal Balntulaln Sosiall balgi Terdalmpalk COVID-19". 

Halsil penelitialn ini menulnjulkkaln balhwal pelalkul penyelewengaln dalnal balnsos 

COVID-19 dalpalt dijeralt dengaln pidalnal malti berdalsalrkaln Palsall 2 alyalt (2) ULUL 

Tipikor, kalrenal palndemi termalsulk kaltegori “kealdalaln tertentul”. Penelitialn julgal 

menyoroti bentulk balntulaln yalng disallalhgulnalkaln sertal mekalnisme 

pertalnggulngjalwalbaln pidalnal.22 

Perbedalaln ultalmal dengaln penelitialn yalng sedalng dilalksalnalkaln terletalk 

paldal fokuls regullalsi, di malnal ALdik menitikberaltkaln paldal penggulnalaln ULUL 

Tipikor dallalm konteks dalrulralt, sedalngkaln penelitialn ini fokuls paldal proses 

pertimbalngaln hulkulm oleh halkim dallalm menjaltulhkaln vonis. 

F. Tinjauan Pustaka 

Tinjalulaln pulstalkal aldallalh ralngkulmaln daln alnallisis sistemaltis dalri penelitialn-

penelitialn sebelulmnyal yalng relevaln dengaln topik penelitialn yalng sedalng diteliti.23 

Tinjalulaln pulstalkal dallalm penelitialn ini merulpalkaln balgialn penting dallalm kalryal 

ilmialh yalng membalntul peneliti memalhalmi konteks penelitialn, mengidentifikalsi 

kesenjalngaln penelitialn, daln merulmulskaln pertalnyalaln penelitialn yalng lebih balik. 

 

22 Adik Bismara, "Penerapan Undang-Undang Korupsi Terhadap Pelaku Penyelewengan 

Dana Bantuan Sosial Bagi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)." Skripsi, Universitas 

Wijaya Kusuma Surabaya, 2022. Diakses tanggal 11 September 2025. 

https://erepository.uwks.ac.id/11800/ 
23 Budi Juliardi, Metode Penelitian Hukum, Gita Lentera, Padang, 2023, hlm. 53. 
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1. Pertimbangan Hakim 

Pertimbalngaln halkim aldallalh dalsalr pemikiraln altalul allalsaln yulridis malulpuln 

non-yulridis yalng digulnalkaln halkim dallalm mengalmbil kepultulsaln terhaldalp sulaltu l 

perkalral yalng sedalng diperiksal di pengaldilaln.24 Pertimbalngaln ini ditulalngkaln dallalm 

almalr pultulsaln sebalgali bentulk pertalnggulngjalwalbaln halkim altals kepultulsaln yalng 

dialmbil, sekalliguls sebalgali salralnal ulntulk menulnjulkkaln balhwal pultulsaln tersebult 

didalsalrkaln paldal proses penallalraln hulkulm yalng logis, objektif, daln dalpalt 

dipertalnggulngjalwalbkaln.25 

Pertimbalngaln halkim berfulngsi ulntulk menilali alpalkalh sulaltul perbulaltaln 

terdalkwal memenulhi ulnsulr-ulnsulr tindalk pidalnal sebalgalimalnal dialtulr dallalm peraltulraln 

perulndalng-ulndalngaln.26 Dallalm hall ini, halkim halruls memalstikaln balhwal setialp 

pultulsaln tidalk semaltal-maltal didalsalrkaln paldal opini pribaldi, tetalpi berdalsalrkaln falktal 

hulkulm yalng terbulkti di persidalngaln, allalt bulkti yalng salh menulrult ulndalng-ulndalng, 

sertal normal hulkulm yalng berlalkul. Dengaln demikialn, pertimbalngaln halkim menjaldi 

instrulmen penting ulntulk menjalmin kepalstialn hulkulm, kealdilaln, daln kemalnfalaltaln. 

 

24 Novia Permanasari, "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan 

Tinggi Jakarta Pusat No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI." Syntax Idea, Vol. 3, No. 9, 2021, hlm. 

2159-2178. Diakses tanggal 11 September 2025. https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-

idea/article/download/1486/902 
25 Jerman Pohan, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Lepas Dari 

Segala Tuntutan Hukuman Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 1169 K/Pid. Sus/2019)." Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023. Diakses 

tanggal 11 September 2025. https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2677 
26 Inka Sisilia Putri, Fitri Wahyuni dan Siti Rahmah, "Analisis Yuridis Putusan Hakim 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Putusan Perkara Nomor: 13/Pid. Sus/2020/PN 

Tbh)." Jurnal Riset Indragiri, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 123-151. Diakses tanggal 11 September 

2025. https://scholar.archive.org/work/zf4njptk5rg7tfw44nmcnjghja/. 
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Pertimbalngaln halkim julgal memiliki dimensi morall daln sosiall. Halkim tidalk 

halnyal menilali dalri sisi formil hulkulm, tetalpi julgal halruls memperhaltikaln nilali 

kealdilaln yalng hidulp dallalm malsyalralkalt. Pertimbalngaln yalng disulsuln secalral cermalt 

alkaln menulnjulkkaln balhwal pultulsaln halkim bulkaln sekaldalr halsil peneralpaln ulndalng-

ulndalng secalral mekalnis, melalinkaln julgal mencerminkaln ralsal kealdilaln sulbstalntif.27 

Oleh kalrenal itul, kulallitals pertimbalngaln halkim sering kalli menjaldi tolok ulkulr 

profesionallitals daln integritals halkim dallalm menjallalnkaln tulgals peraldilaln. 

Pertimbalngaln halkim merulpalkaln jalntulng dalri sebulalh pultulsaln pengaldilaln. 

Talnpal pertimbalngaln yalng jelals, terulkulr, daln dalpalt dipalhalmi, pultulsaln tidalk halnyal 

kehilalngaln legitimalsi yulridis, tetalpi julgal mengulralngi kepercalyalaln malsyalralkalt 

terhaldalp lembalgal peraldilaln.28 Kalrenal itul, setialp halkim ditulntult ulntulk menyulsuln 

pertimbalngaln yalng ralsionall, tralnspalraln, daln berorientalsi paldal tercalpalinyal kealdilaln 

balgi semulal pihalk yalng berperkalral. 

2. Konsep Dasar Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Indonesia 

Tindalk pidalnal korulpsi merulpalkaln perbulaltaln yalng memiliki dalmpalk 

sistemik terhaldalp berbalgali alspek kehidulpaln bernegalral, termalsulk pembalngulnaln 

berkelalnjultaln, penegalkaln hulkulm, taltal kelolal pemerintalhaln, daln stalbilitals 

demokralsi.29 Korulpsi secalral nyaltal menghalmbalt efisiensi pelalyalnaln pulblik, 

 

27 Harry Harmono, "Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Mewujudkan 

Keadilan di Masyarakat." Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 10, 2024, hlm. 1-20. Diakses 

tanggal 12 September 2025. https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.939 
28 Diah Turis Kaemirawati dan Bayu Hidayah, "Pengaruh Vonis Bebas Ronald Tannur 

Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Kepercayaan Publik." Binamulia Hukum, Vol. 14, 

No. 1, 2025, hlm. 69-83. Diakses tanggal 12 September 2025. DOI: 

https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.941 
29 Bambang Waluyo, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi Dan Optimalisasi, 

Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 22. 
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menyebalbkaln ketimpalngaln ekonomi, merulsalk taltalnaln hulkulm, daln melemalhkaln 

institulsi negalral. Dallalm pembalngulnaln, korulpsi menjaldi penyebalb ultalmal mulncullnyal 

ekonomi bialyal tinggi (high-cost economy), rendalhnyal kulallitals infralstrulktulr, sertal 

eksploitalsi sulmber dalyal allalm yalng tidalk memberi malnfalalt optimall balgi malsyalralkalt 

lulals.30 Oleh kalrenal itul, kebijalkaln pemberalntalsaln korulpsi memiliki dalsalr legitimalsi 

yalng kulalt sebalgali balgialn dalri komitmen nalsionall ulntulk memperkulalt integritals 

sistem hulkulm daln pemerintalhaln. 

Secalral etimologis, kaltal “korulpsi” beralsall dalri balhalsal Laltin corrulptuls altalul 

corrulptionem yalng beralrti bulrulk, rulsalk, altalul menyimpalng dalri kesulcialn. Dallalm 

Blalck’s Lalw Dictionalry, korulpsi didefinisikaln sebalgali perbulaltaln yalng dilalkulkaln 

oleh seseoralng yalng menyallalhgulnalkaln kekulalsalaln altalul kepercalyalaln jalbaltaln resmi 

ulntulk memperoleh keulntulngaln pribaldi secalral melalwaln hulkulm.31 Sementalral itul, 

Komisi Pemberalntalsaln Korulpsi (KPK) mengalrtikaln korulpsi sebalgali segallal bentulk 

penyallalhgulnalaln kekulalsalaln yalng merulgikaln keulalngaln negalral altalul perekonomialn 

negalral ulntulk memperkalyal diri sendiri, oralng lalin, altalul korporalsi. Beberalpal tipe 

korulpsi yalng ulmulm diklalsifikalsikaln alntalral lalin32: 

1. Sulalp yalng berkalitaln dengaln kekulalsalaln legislaltif, di malnal regullalsi dibulalt 

berdalsalrkaln kepentingaln sponsor altalul pengulsalhal. 

2. Sulalp dallalm sistem kontralk kerjal alntalral pejalbalt daln pengulsalhal. 

3. Keculralngaln dallalm proses pemilul. 

4. Penyallalhgulnalaln falsilitals negalral dallalm kegialtaln kalmpalnye politik. 

5. Korulpsi yalng terjaldi kalrenal kebebalsaln pengalmbilaln kepultulsaln yalng tidalk 

terkontrol. 
 

30 Dewi Asri Puanandini, Vita Suci Maharani dan Putri Anasela, "Korupsi sebagai 

Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum." Public Sphere: Jurnal 

Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, Vol. 4, No. 1, 2025, hlm. 42. Diakses tanggal 12 

September 2025. DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1173 
31 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 46. 
32 Risqi Perdana Putra, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Deepublish, 

Yogyakarta, 2021, hlm. 59. 
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6. Malnipullalsi hulkulm altalul interpretalsi hulkulm ulntulk keulntulngaln pribaldi. 

7. Korulpsi yalng dilalkulkaln altals dalsalr ideologi altalul kepentingaln kelompok 

tertentul. 

8. Korulpsi yalng semaltal-maltal bertuljulaln ulntulk memperkalyal diri sendiri. 

  

Balnyalk bentulk korulpsi diidentifikalsi dallalm kriminologi, tidalk semulal 

dikulallifikalsi sebalgali tindalk pidalnal menulrult hulkulm positif. Oleh kalrenal itul, 

pembaltalsaln terhaldalp tindalk pidalnal korulpsi ditentulkaln secalral spesifik dallalm 

ULndalng-ULndalng Nomor 31 Talhuln 1999 jo. ULndalng-ULndalng Nomor 20 Talhuln 2001 

tentalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Korulpsi. Ciri khals korulpsi, alntalral lalin33: 

1. Dilalkulkaln secalral kolektif, melibaltkaln lebih dalri saltul individul. 

2. Bersifalt ralhalsial, meskipuln dallalm kondisi kronis bisal dilalkulkaln secalral terbulkal. 

3. Mengalndulng ulnsulr timball ballik altalul keulntulngaln tertentul. 

4. Tidalk selallul melibaltkaln ulalng; bisal dallalm bentulk falsilitals altalul kepultulsaln. 

5. Pelalkul sering menyalmalrkaln perbulaltaln melalluli julstifikalsi hulkulm. 

6. Bertuljulaln ulntulk memengalrulhi kepultulsaln yalng mengulntulngkaln. 

7. Merulpalkaln bentulk penipulaln terhaldalp pulblik. 

8. Merulpalkaln bentulk pengkhialnaltaln terhaldalp kepercalyalaln yalng diberikaln 

malsyalralkalt. 

 

Menulrult Palsall 2 daln Palsall 3 ULndalng-ULndalng Nomor 20 Talhuln 2001 

tentalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Korulpsi, ulnsulr ultalmal dallalm tindalk pidalnal 

korulpsi aldallalh sebalgali berikult: 

1. Pelalkul (sulbjek hulkulm) yalitul termalsulk individul malulpuln korporalsi, 

sebalgalimalnal dialtulr dallalm Palsall 20. 

2. Perbulaltaln melalwaln hulkulm, yalitul balik yalng bersifalt formil (bertentalngaln 

dengaln peraltulraln tertullis) malulpuln malteriil (bertentalngaln dengaln ralsal kealdilaln 

malsyalralkalt). 

3. Tuljulaln memperkalyal diri sendiri, oralng lalin, altalul korporalsi yalitul ulnsulr nialt 

ulntulk memperoleh keulntulngaln pribaldi. 

4. Menimbullkaln kerulgialn keulalngaln altalul perekonomialn negalral yalitul dibulktikaln 

melalluli aluldit altalul perhitulngaln instalnsi resmi. 

  

 

33 Elwi Danil, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2021, hlm. 67. 
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Keadaan bencana nasional tidak dengan sendirinya menyebabkan setiap 

tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengaitkan kemungkinan pidana mati 

dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan 

dalam keadaan tertentu. Dalam perkara Juliari P. Batubara, dasar pemidanaan yang 

dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim adalah Pasal 12 huruf b, sehingga penilaian 

ancaman pidananya harus mengacu pada ketentuan khusus Pasal 12 huruf b, bukan 

secara otomatis pada Pasal 2 ayat (2).34 

Dalam ilmu hukum pidana dikenal pembedaan antara delik formil dan delik 

materiil. Delik formil menitikberatkan larangan pada perbuatan yang dirumuskan 

oleh undang-undang, sehingga delik dianggap selesai ketika perbuatan yang 

dilarang telah dilakukan. Sebaliknya, delik materiil menitikberatkan pada akibat 

yang dilarang, sehingga timbulnya akibat tertentu menjadi bagian yang harus 

dibuktikan. Pembedaan ini harus dibedakan pula dari ajaran sifat melawan hukum 

formil dan materiil karena keduanya membahas persoalan yang berbeda. Dalam 

konteks Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, Pasal 12 huruf b lebih 

tepat dipahami sebagai rumusan yang berorientasi pada perbuatan menerima hadiah 

atau janji dalam hubungan dengan jabatan yang bertentangan dengan kewajiban; 

akibat berupa kerugian sosial atau menurunnya kepercayaan publik bukan unsur 

 

34Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 12 

huruf b. 
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konstitutif deliknya, tetapi tetap relevan dalam penilaian berat-ringannya pidana 

dan keadilan putusan.35 

Sebagai ketentuan umum yang berlaku ketika perkara ini diperiksa, Pasal 12 

KUHP mengatur bahwa pidana penjara untuk waktu tertentu paling pendek adalah 

1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut, dengan 

kemungkinan tertentu sampai 20 (dua puluh) tahun. Sejak berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ketentuan umum mengenai pidana 

penjara waktu tertentu pada Pasal 68 ayat (2) juga menetapkan batas paling singkat 

1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun, kecuali ditentukan minimum 

khusus. Namun, dalam perkara korupsi berlaku ancaman pidana khusus sebagai lex 

specialis. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

mengancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling 

sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00. Dengan 

demikian, pidana penjara 12 (dua belas) tahun terhadap Juliari P. Batubara berada 

di dalam rentang ancaman pidana khusus tersebut, tetapi bukan merupakan pidana 

maksimum.36 

1. Falktor ekonomi, seperti alji pegalwali negeri yalng tidalk sebalnding dengaln bialyal 

hidulp. 

2. Malnaljemen pemerintalhaln yalng lemalh, seperti bulrulknyal sistem pengalwalsaln 

internall daln eksternall. 

3. Modernisalsi talnpal etikal, seperti perkembalngaln teknologi daln kekulalsalaln talnpal 

dibalrengi dengaln nilali morall. 

 

35 R.B. Budi Prastowo, “Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan 

Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24, 

No. 3, 2006, hlm. 212–226, khususnya hlm. 215–216. 
36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12 huruf b. 
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4. Kondisi mentall daln buldalyal, seperti normal sosiall yalng permisif terhaldalp 

korulpsi. 

5. Kulralngnyal pendidikaln hulkulm daln morallitals seperti rendalhnyal kesaldalraln 

hulkulm malsyalralkalt. 

 

Korulpsi julgal dalpalt disebalbkaln oleh lemalhnyal kepemimpinaln, 

koloniallisme, rendalhnyal pendidikaln, daln ketidalktegalsaln hulkulm. Oleh kalrenal itul, 

sallalh saltul straltegi jalngkal palnjalng pemberalntalsaln korulpsi aldallalh melalluli 

pendidikaln alntikorulpsi sejalk dini gulnal membalnguln kesaldalraln kolektif malsyalralkalt 

ulntulk menolalk pralktik-pralktik yalng menyimpalng dalri hulkulm daln etikal. 

3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi dalam Jabatan Publik  

Tindalk pidalnal korulpsi yalng dilalkulkaln oleh pejalbalt pulblik merulpalkaln 

bentulk penyallalhgulnalaln kekulalsalaln yalng secalral nyaltal merulgikaln keulalngaln negalral 

daln melemalhkaln kepercalyalaln pulblik terhaldalp institulsi pemerintalhaln.37 Dallalm 

keralngkal hulkulm pidalnal Indonesial, pertalnggulngjalwalbaln pidalnal terhaldalp pelalku l 

korulpsi dallalm jalbaltaln pulblik memiliki kalralkteristik khulsuls yalng dituljulkaln ulntulk 

memberikaln efek jeral sekalliguls menegalskaln prinsip kealdilaln dallalm hulkulm. 

Ketentulaln mengenali pertalnggulngjalwalbaln pidalnal terhaldalp pelalkul korulpsi 

dialtulr secalral tegals dallalm ULndalng-ULndalng Nomor 31 Talhuln 1999 jo. ULndalng-

ULndalng Nomor 20 Talhuln 2001 tentalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Korulpsi. 

Dallalm Palsall 2 alyalt (1), disebultkaln balhwal setialp oralng yalng secalral melalwaln hulkulm 

melalkulkaln perbulaltaln memperkalyal diri sendiri altalul oralng lalin altalul sulaltul korporalsi 

yalng dalpalt merulgikaln keulalngaln negalral altalul perekonomialn negalral, dipidalnal 

dengaln pidalnal penjalral palling singkalt 4 talhuln daln palling lalmal 20 talhuln sertal dendal 

 

37 Muhamad Zainul Arifin, Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi Dan Keuangan 

Negara (Perspektif Hukum Dan Praktik), Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2024, hlm. 49. 
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palling sedikit Rp200 jultal daln palling balnyalk Rp1 milialr. Ketentulaln ini julgal 

diperkulalt oleh Palsall 3 ULndalng-ULndalng Nomor 20 Talhuln 2001 tentalng 

Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Korulpsi, balhwal jikal korulpsi dilalkulkaln dengaln 

penyallalhgulnalaln kewenalngaln, kesempaltaln, altalul salralnal kalrenal jalbaltaln altalu l 

keduldulkaln, malkal salnksi pidalnal serulpal dalpalt diteralpkaln. 

Pelalkul korulpsi dallalm pejalbalt pulblik, sehalrulsnyal dikenalkaln 

pertalnggulngjalwalbaln pidalnal yalng lebih beralt. Hall ini sesulali dengaln Palsall 52 Kitalb 

ULndalng-ULndalng Hulkulm Pidalnal, yalng menyaltalkaln balhwal alpalbilal sulaltul tindalk 

pidalnal dilalkulkaln oleh seoralng pejalbalt yalng menyallalhgulnalkaln kekulalsalaln altalu l 

salralnal jalbaltaln, malkal pidalnalnyal dalpalt ditalmbalh sepertigal dalri alncalmaln pidalnal 

pokok. Ketentulaln ini menegalskaln balhwal jalbaltaln pulblik mengalndulng talnggulng 

jalwalb morall yalng tinggi, sehinggal penyallalhgulnalalnnyal halruls mendalpaltkaln salnksi 

yalng lebih beralt. Secalral teori, pertalnggulngjalwalbaln pidalnal memulalt tigal ulnsulr 

ultalmal, yalitul dialntalralnyal

38 : 

1. ALdalnyal perbulaltaln melalwaln hulkulm,  

2. Kesallalhaln altalul cullpalbilitals, daln  

3. Kemalmpulaln bertalnggulng jalwalb.  

ULnsulr kesallalhaln (dallalm bentulk doluls altalul kesengaljalaln) dallalm korulpsi oleh 

pejalbalt pulblik bialsalnyal terpenulhi kalrenal tindalkaln memperkalyal diri altalul pihalk lalin 

melalluli jalbaltaln dilalkulkaln secalral saldalr daln terstrulktulr.39 Selalin itul, kemalmpulaln 

 

38 Hasbullah F. Sjawie, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tipikor, Prenada 

Media, Jakarta, 2018, hlm. 73. 
39 Andi Bau Mallarangeng dan Ismail Ali, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan 

Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi." Legal Journal of Law, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 

11-24. Diakses tanggal 12 September 2025. https://jurnal/index.php/legal/article/view/69 
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bertalnggulng jalwalb julgal tidalk dalpalt dielalkkaln kalrenal pelalkul merulpalkaln oralng yalng 

calkalp hulkulm daln memiliki pemalhalmaln tentalng konsekulensi dalri perbulaltalnnyal. 

Pertalnggulngjalwalbaln pidalnal terhaldalp pejalbalt pulblik yalng melalkulkaln tindalk 

pidalnal korulpsi halruls dilalkulkaln secalral konsisten berdalsalrkaln peraltulraln perulndalng-

ulndalngaln yalng berlalkul. Penjaltulhaln salnksi pidalnal yalng tegals daln proporsionall tidalk 

halnyal bertuljulaln ulntulk memberikaln efek jeral, tetalpi julgal ulntulk mengemballikaln 

kepercalyalaln malsyalralkalt terhaldalp institulsi hulkulm daln pemerintalhaln di Indonesial. 

4. Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  

Pengaldalaln balralng daln jalsal pemerintalh merulpalkaln sallalh saltul sektor yalng 

salngalt straltegis kalrenal menyalngkult penggulnalaln alnggalraln negalral ulntulk pemenulhaln 

kebultulhaln pulblik daln pembalngulnaln nalsionall.40 Nalmuln, sektor ini julgal menjaldi 

sallalh saltul rulalng yalng palling ralwaln terhaldalp terjaldinyal tindalk pidalnal korulpsi. 

Berdalsalrkaln daltal dalri Indonesial Corrulption Waltch (ICW), lebih dalri 50% kalsuls 

korulpsi yalng ditindalk di Indonesial beralsall dalri sektor pengaldalaln balralng daln jalsal, 

khulsulsnyal paldal pengaldalaln pekerjalaln konstrulksi daln pengaldalaln balralng. 

Tindalk pidalnal korulpsi dallalm pengaldalaln balralng daln jalsal pemerintalh dalpalt 

terjaldi paldal halmpir selulrulh talhalpaln proses pengaldalaln, mullali dalri perencalnalaln, 

pemilihaln penyedial, penalndaltalngalnaln kontralk, pelalksalnalaln kontralk, hinggal talhalp 

evallulalsi.41 Dallalm setialp talhalpaln ini, terdalpalt berbalgali bentulk penyimpalngaln daln 

 

40 Muhammad Iqbal, "Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Terhadap Umkm." Jurnal USM Law Review, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 77-97. Diakses 

tanggal 12 September 2025. DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204 
41 Jerry Indrawan, Anwar Ilmar dan Hermina Simanihuruk, "Korupsi Dalam Pengadaan 

Barang Dan Jasa Di Pemerintah Daerah." Jurnal Transformative, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 127-147. 

Diakses tanggal 12 September 2025. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.1 
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penyallalhgulnalaln wewenalng yalng dilalkulkaln oleh pelalkul, balik dalri kallalngaln pejalbalt 

pulblik malulpuln pihalk swalstal. 

Paldal talhalp perencalnalaln, bentulk korulpsi yalng sering terjaldi alntalral lalin 

berulpal pengaltulraln proyek, penyulsulnaln spesifikalsi teknis yalng tidalk objektif altalu l 

dialralhkaln paldal pesertal tertentul, dulplikalsi proyek, sertal pemecalhaln palket algalr dalpalt 

dilalkulkaln penulnjulkaln lalngsulng.42 Selalin itul, terdalpalt julgal penyelewengaln 

alnggalraln daln sulalp kepaldal pejalbalt pengalmbil kebijalkaln ulntulk meloloskaln proyek 

tertentul. 

Polal korulpsi yalng teridentifikalsi dallalm talhalp pemilihaln penyedial melipulti 

penggulnalaln dokulmen aldministraltif daln syalralt kulallifikalsi pallsul, pralktik julall-beli 

dokulmen lelalng, persekongkolaln horizontall alntalral pesertal tender malulpuln vertikall 

dengaln palnitial lelalng, sulalp, daln malnipullalsi spesifikalsi teknis setelalh proses 

pemilihaln selesali (post-bidding).43 Kemuldialn paldal talhalp kontralk, korulpsi dalpalt 

terjaldi dallalm bentulk malrk-ulp alnggalraln, pengulbalhaln nilali kontralk talnpal aldendulm 

resmi, pemberialn komisi (kickbalck) kepaldal pejalbalt pengaldalaln, hinggal 

penyallalhgulnalaln benderal perulsalhalaln (proxy) ulntulk memenalngkaln tender secalral 

fiktif.44 

Salalt proyek beraldal dallalm talhalp pelalksalnalaln, bentulk-bentulk korulpsi yalng 

mulncull mencalkulp proyek fiktif, pekerjalaln yalng tidalk sesulali spesifikalsi, proyek 

 

42 H. Agus Kasiyanto, Tindak Pidana Korupsi: Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa, 

Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 56.  
43 Ahmad Rustan Syamsuddin, "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara 

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa." Jambura Law Review, Vol. 2, No. 2, 2020, 

hlm. 161-181. Diakses tanggal 14 September 2025. DOI: https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5942 
44 Muhammad Rezza Kurniawan dan Pujiyono, "Modus operandi korupsi pengadaan 

barang dan jasa pemerintah oleh PNS." Law Reform, Vol. 14, No. 1, 2018, hlm. 115-131. Diakses 

tanggal 14 September 2025. https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20241 
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yalng terbengkallali, pemotongaln kulallitals altalul volulme pekerjalaln, hinggal penggulnalaln 

sulb-kontralktor ilegall.45 Korulpsi dallalm talhalp ini tidalk halnyal merulgikaln keulalngaln 

negalral, tetalpi julgal merulgikaln malsyalralkalt kalrenal halsil pembalngulnaln tidalk dalpalt 

dinikmalti secalral optimall. Sementalral itul, dallalm talhalp evallulalsi, korulpsi dalpalt 

dilalkulkaln melalluli sulalp terhaldalp alulditor, malnipullalsi lalporaln halsil pekerjalaln, 

penghilalngaln temulaln pelalnggalraln, sertal rekalyalsal dokulmen seralh terimal pekerjalaln 

meskipuln proyek belulm selesali. 

Keselulrulhaln talhalpaln tersebult dialtals, malkal dalpalt disimpullkaln balhwal pralktik 

korulpsi dallalm pengaldalaln balralng daln jalsal pemerintalh bersifalt sistemaltis daln 

melibaltkaln balnyalk alktor. Oleh kalrenal itul, tindalk pidalnal korulpsi dallalm sektor ini 

merulpalkaln bentulk kejalhaltaln lulalr bialsal (extralordinalry crime) yalng memerlulkaln 

pendekaltaln penindalkaln daln pencegalhaln yalng julgal lulalr bialsal. 

Tindalk pidalnal korulpsi dialtulr dallalm ULndalng-ULndalng Nomor 31 Talhuln 1999 

jo. ULndalng-ULndalng Nomor 20 Talhuln 2001 tentalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal 

Korulpsi. Palsall 2 daln Palsall 3 dalri ulndalng-ulndalng tersebult mengaltulr salnksi pidalnal 

balgi setialp oralng yalng memperkalyal diri sendiri altalul oralng lalin secalral melalwaln 

hulkulm daln merulgikaln keulalngaln negalral melalluli penyallalhgulnalaln jalbaltaln altalul 

kewenalngaln. ALncalmaln pidalnal yalng ditetalpkaln dallalm ketentulaln ini alntalral lalin 

berulpal pidalnal penjalral palling singkalt 4 talhuln daln palling lalmal 20 talhuln sertal dendal 

hinggal Rp1 milialr. 

 

 

45 Ridwan, Hambali Thalib dan Hardianto Djanggih, "Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan 

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa." Journal of Lex Theory (JLT), Vol. 1, No. 1, 

2020, hlm. 116-128. Diakses tanggal 14 September 2025. DOI: https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.59 
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5. Etika Kekuasaan Kehakiman dalam Menjatuhkan Putusan Perkara 

Korupsi  

 

Kekulalsalaln kehalkimaln dallalm sistem peraldilaln pidalnal,  memiliki keduldulkaln 

yalng independen daln bebals dalri intervensi pihalk malnal puln, sebalgalimalnal dialtulr 

dallalm Palsall 24 alyalt (1) ULndalng-ULndalng Dalsalr Negalral Repulblik Indonesial Talhuln 

1945 yalng menyaltalkaln balhwal “Kekulalsalaln kehalkimaln merulpalkaln kekulalsalaln yalng 

merdekal ulntulk menyelenggalralkaln peraldilaln gulnal menegalkkaln hulkulm daln 

kealdilaln.” Kemerdekalaln tersebult halruls dijallalnkaln secalral bertalnggulng jalwalb, 

berlalndalskaln hulkulm, daln berpedomaln paldal prinsip-prinsip etikal kehalkimaln. 

Etikal kekulalsalaln kehalkimaln bulkaln halnyal menekalnkaln paldal integritals daln 

morall pribaldi halkim, tetalpi julgal mengaltulr balgalimalnal halkim menjaltulhkaln pultulsaln 

secalral aldil, objektif, sertal mencerminkaln ralsal kealdilaln malsyalralkalt.46 Dallalm 

perkalral tindalk pidalnal korulpsi, penegalkaln etikal kehalkimaln menjaldi semalkin krulsiall 

mengingalt dalmpalk kejalhaltaln korulpsi yalng merulsalk sistem pemerintalhaln, 

melemalhkaln kepercalyalaln pulblik terhaldalp negalral, sertal menghalmbalt pembalngulnaln 

nalsionall. 

Seoralng halkim dallalm menjaltulhkaln pultulsaln perkalral korulpsi waljib 

memperhaltikaln alsals-alsals hulkulm pidalnal, alntalral lalin alsals legallitals, alsals kealdilaln, 

daln alsals proporsionallitals.47 Di salmping itul, halkim julgal terikalt paldal Kode Etik daln 

Pedomaln Perilalkul Halkim (KEPPH) yalng ditetalpkaln oleh Komisi Yuldisiall daln 

 

46 Muslihin Rais, "Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana 

Korupsi." Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 121-

144. Diakses tanggal 14 September 2025. DOI:10.24252/ad.v6i1.4870 
47 Mia Amalia, Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, dan Kasus, Sonpedia Publishing 

Indonesia, Jambi, 2025, hlm. 55. 



26 
 

 

 

Malhkalmalh ALgulng. Sallalh saltul prinsip ultalmal dallalm KEPPH aldallalh prinsip 

kepalntalsaln daln kesopalnaln (propriety) sertal prinsip kebijalksalnalaln (pruldence) yalng 

menghalrulskaln halkim menjaltulhkaln pultulsaln tidalk halnyal berdalsalrkaln pembulktialn 

hulkulm, melalinkaln julgal berdalsalrkaln pertimbalngaln etis daln morallitals pulblik.48  

Korulpsi yalng melibaltkaln pejalbalt pulblik, halkim tidalk culkulp halnyal 

mempertimbalngkaln alspek formil hulkulm, tetalpi julgal halruls memperhaltikaln tingkalt 

kerulgialn negalral, keduldulkaln straltegis terdalkwal dallalm jalbaltaln pulblik, dalmpalk sosiall 

dalri tindalk pidalnal yalng dilalkulkaln, sertal halralpaln pulblik terhaldalp pemberalntalsaln 

korulpsi.49 Penjaltulhaln pidalnal yalng terlallul ringaln, meskipuln dialnggalp salh secalral 

yulridis, dalpalt menimbullkaln persepsi negaltif di malsyalralkalt, mencederali ralsal 

kealdilaln pulblik, daln memperlemalh efek jeral. 

Etikal kekulalsalaln kehalkimaln memiliki peraln penting dallalm menjalgal 

integritals sistem peraldilaln pidalnal, terultalmal dallalm perkalral korulpsi yalng menjaldi 

perhaltialn nalsionall. Halkim ditulntult ulntulk tidalk halnyal menjaldi corong ulndalng-

ulndalng, tetalpi julgal menjaldi penegalk kealdilaln sulbstalntif yalng malmpul 

mempertalnggulngjalwalbkaln setialp pultulsaln secalral morall, sosiall, daln hulkulm. 

Perspektif kemanfaatan Jeremy Bentham dapat digunakan untuk menguji 

proporsionalitas pemidanaan. Secara parafrasa, Bentham memandang pidana 

sebagai penderitaan yang hanya dapat dibenarkan apabila diperlukan untuk 

 

48 I Sukanada, "Hakikat Prinsip Imparsialitas Dalam Sistem Peradilan Pidana." Skripsi, 

Universitas Hasanuddin, 2021. Diakses tanggal 14 September 2025.  

https://repository.unhas.ac.id/view/2021.html 
49 Dhea Aulia M. Purba, Hendri Jayadi Pandiangan dan Djernih Sitanggang, "Analisis 

Yuridis Pengurangan Pemidanaan bagi Terdakwa Perempuan pada Kasus Korupsi di Setiap 

Tingkatan Pengadilan." Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 3, No. 3, 2024, hlm. 1345-1369. Diakses 

tanggal 14 September 2025. https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2764 
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mencegah kerugian yang lebih besar. Karena itu, kadar pidana harus memiliki 

hubungan yang wajar dengan beratnya kerugian atau bahaya yang ditimbulkan oleh 

tindak pidana dan tidak dijatuhkan melebihi apa yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan pencegahan. Pemikiran tersebut relevan untuk menilai perkara korupsi 

bantuan sosial karena pengujian proporsionalitas tidak berhenti pada lamanya 

pidana, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang dilindungi 

dan besarnya akibat sosial dari penyalahgunaan jabatan.50 

Perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo juga penting dalam menilai 

kualitas pertimbangan hakim. Penegakan hukum progresif tidak menempatkan 

hukum hanya sebagai rangkaian teks yang diterapkan secara mekanis, tetapi 

menuntut keberanian membaca hukum untuk mencapai keadilan substantif dan 

kemanfaatan bagi manusia. Dalam perkara korupsi bantuan sosial pada masa 

pandemi, perspektif ini menuntut agar hakim tetap berpegang pada asas legalitas 

dan pembuktian, namun sekaligus peka terhadap konteks masyarakat yang berada 

dalam keadaan rentan, penyalahgunaan kekuasaan publik, serta kebutuhan 

memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintahan.51 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitialn aldallalh prosedulr altalul calral yalng digulnalkaln ulntulk 

mengulmpullkaln, mengalnallisis, daln menginterpretalsikaln daltal dallalm ralngkal 

 

50 Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Batoche 

Books, Kitchener, Ontario, 2000, hlm. 134  
51 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010, 

hlm. 139, 
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memecalhkaln malsallalh penelitialn.52 Dallalm hulkulm, metode penelitialn hulkulm aldallalh 

seralngkalialn lalngkalh daln teknik yalng digulnalkaln ulntulk mempelaljalri, mengalnallisis, 

daln memalhalmi berbalgali alspek hulkulm, balik dalri sisi altulraln (normal) malulpuln 

peneralpalnnyal dallalm malsyalralkalt.53 Berikult aldallalh metode penelitialn yalng 

digulnalkaln dallalm penelitialn ini : 

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitialn 

Penelitialn ini merulpalkaln penelitialn hulkulm kulallitaltif yalng memfokulskaln 

kaljialn paldal pemalhalmaln terhaldalp fenomenal hulkulm, balik melalluli alnallisis terhaldalp 

peraltulraln perulndalng-ulndalngaln, doktrin hulkulm, alsals hulkulm, malulpuln pultulsaln 

pengaldilaln.54 Dallalm penelitialn ini metode kulallitaltif digulnalkaln ulntulk 

menggalmbalrkaln, menalfsirkaln, daln mengalnallisis mengenali balgalimalnal halkim 

merulmulskaln pertimbalngaln hulkulm dallalm perkalral korulpsi dalnal balnsos COVID-19. 

Melalluli pendekaltaln ini, penelitialn dialralhkaln ulntulk menjalwalb rulmulsaln malsallalh, 

yalitul balgalimalnal pertimbalngaln halkim dallalm pultulsaln tersebult daln alpalkalh 

pertimbalngaln itul telalh sesulali dengaln ketentulaln peraltulraln perulndalng-ulndalngaln 

sertal malmpul mencerminkaln kealdilaln sulbstalntif balgi malsyalralkalt penerimal balntulaln 

sosiall. 

 

52 Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian, Cipta Media Nusantara, Jakarta, 2021, hlm. 

54. 
53 Taufik Firmanto, Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan 

Ilmiah Bidang Hukum, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 57. 
54 Masidin, Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim, Prenada Media, Jakarta, 

2023, hlm. 1. 
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b. Pendekaltaln Penelitialn 

Pendekaltaln penelitialn yalng digulnalkaln dallalm penullisaln ini aldallalh yulridis 

normaltif, yalitul dengaln menelalalh normal-normal hulkulm yalng berlalkul melalluli 

pendekaltaln perulndalng-ulndalngaln (staltulte alpproalch) daln pendekaltaln kalsuls (calse 

alpproalch).55 Pendekaltaln perulndalng-ulndalngaln dilalkulkaln dengaln mengkalji 

berbalgali regullalsi yalng berkalitaln dengaln tindalk pidalnal korulpsi daln pertimbalngaln 

halkim dallalm Pultulsaln Nomor 29/Pid.Suls-TPK/2021/PN.Jkt.Pst sebalgali objek 

ultalmal kaljialn.  

c. Sifalt Penelitialn 

Penelitialn ini bersifalt deskriptif-alnallitis, alrtinyal bertuljulaln memberikaln 

galmbalraln sistemaltis mengenali pertimbalngaln hulkulm oleh halkim dallalm pultulsaln 

korulpsi dalnal balnsos COVID-19 daln dilalkulkaln alnallisis secalral kritis terhaldalp 

ketepaltaln peneralpaln normal hulkulm, alsals hulkulm, daln relevalnsinyal terhaldalp falktal 

konkret sertal nilali-nilali kealdilaln. 

2. Sumber Data 

Kalrenal penelitialn ini bersifalt yulridis normaltif, malkal daltal yalng digulnalkaln 

aldallalh daltal sekulnder yalng terdiri altals: 

a. Balhaln Hulkulm Primer 

Balhaln hulkulm primer yalitul balhaln hulkulm yalng mengikalt, alntalral lalin: 

1) ULndalng-ULndalng Nomor 31 Talhuln 1999 jo. ULUL Nomor 20 Talhuln 2001 tentalng 

Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Korulpsi. 

 

55 Muhammad Chairul Huda, Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis), 

The Mahfud Ridwan Institute, Jakarta, 2021, hlm. 44. 



30 
 

 

 

2) Kitalb ULndalng-ULndalng Hulkulm ALcalral Pidalnal (KULHALP). 

3) ULndalng-ULndalng Nomor 48 Talhuln 2009 tentalng Kekulalsalaln Kehalkimaln. 

4) Pultulsaln Pengaldilaln Tipikor Nomor 29/Pid.Suls-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. 

b. Balhaln Hulkulm Sekulnder 

Balhaln hulkulm sekulnder yalitul balhaln yalng menjelalskaln balhaln hulkulm primer, 

seperti : 

1) Literaltulr altalul bulkul teks hulkulm pidalnal daln hulkulm alcalral pidalnal. 

2) Julrnall hulkulm, alrtikel ilmialh, skripsi altalul tesis terdalhullul yalng relevaln. 

3) Pendalpalt alhli hulkulm pidalnal.  

c. Balhaln Hulkulm Tersier 

Balhaln hulkulm tersier yalitul balhaln pelengkalp altalul penulnjalng, seperti kalmuls 

hulkulm, ensiklopedial hulkulm altalul alrtikel berital resmi altalul sulmber terpercalyal 

lalinnyal terkalit sosiall kalsuls balnsos COVID-19. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengulmpullaln daltal dilalkulkaln melalluli stuldi kepulstalkalaln (libralry resealrch) 

dengaln calral: 

a. Menelalalh daln mencermalti peraltulraln perulndalng-ulndalngaln yalng relevaln. 

b. Membalcal daln mengultip isi pultulsaln pengaldilaln secalral menyelulrulh. 

c. Mengalnallisis doktrin hulkulm, alrtikel ilmialh, daln pendalpalt palkalr dalri bulkul altalul 

julrnall alkaldemik. 

d. Mencaltalt, mengklalsifikalsikaln, daln mengorgalnisalsi daltal hulkulm sesulali fokuls 

pembalhalsaln. 
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4. Teknik Analisis Data 

ALnallisis daltal dallalm penelitialn ini dilalkulkaln dengaln metode kulallitaltif, yalitul 

dengaln calral : 

a. Mengulralikaln isi daln malknal balhaln hulkulm secalral sistemaltis. 

b. Menyulsuln daltal berdalsalrkaln relevalnsi terhaldalp rulmulsaln malsallalh. 

c. Menghulbulngkaln alntalral normal hulkulm dengaln pertimbalngaln halkim dallalm 

pultulsaln. 

d. Menilali secalral kritis kesesulalialn alntalral dalsalr pertimbalngaln halkim dengaln alsals 

hulkulm pidalnal daln prinsip kealdilaln. 

e. Menyimpullkaln secalral dedulktif mengenali ketepaltaln altalul tidalknyal 

pertimbalngaln halkim dallalm menjaltulhkaln pultulsaln. 

 

 

 

 

 

 


